
GUBERNUR GORONTALO

PEMTURAN GUBERNUR GORON ALC)

NOMOR 3F TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PEI.AKSANMN ANGGP'MN PFNDAPATAN DAN

BEI.AN]A DAHRAH PROVINSI GORONTALO TAHUN AhIGGARAN 2011

Menimbang

Mengingat

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

: a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggar;an Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2011 sebagai

rincian lebih lanjut dari peftanggungjawatlan pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran zltLt''

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman,a rdirnaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Ciorontalo tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggarern 20LL;

: 1. Unrlang-Undang Nomor tZ Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahuln 1985 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Republirk Indone:;ia Nomor 33L2)

setragaimana telah diubah dengan Undang-Undarrg Nomor 12 Tahun

1994 (Lembaran Negara Republik Indone:;ia Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l\ornor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bera Perolehan Hak

Aters Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Reptlblik Indonesia

Talrun LggT Nomor 44, Tambahan Lc'mbaran Negara Republik

Inclonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 20110 tentang F'emberntukan Provinsi
i1. Gorontalo (Lembaran Negara Republik Inclonesia Terhun 2000 Nomor

25i8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonr:sia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang l(etlangan Negara

?ru(Lelmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 21003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indcrnesia llomor 4286);
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5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perloendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ;1004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indorresia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangarr Negara (l-embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang F'emeriintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(l0zl Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonresiil Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernrerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200€i Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ltlorror a$ail;

B. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20,04 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pus;at dlan Pelmerrintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indorresia Tahun 2004 Nomor L26

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia llomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyall Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 200'9 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50431);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentanrg Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inrdone:;ia Tahun 2009

Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 50a9);

11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang lJndang-Undang

tentang Pencabutan Peraturan Pemerintal^r Pengganl:i lJndang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l{ontor 5L37);

12. Undang-Undang Nomor 72 Tahunr 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara FLepublik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran N,egara Republik

Indonesia Nomor 523il; J
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (l-embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 402.8);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 lahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Arnggota DF'RD sebagaimana

telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran llegara Rerpublik Indonesia

Nomor 44t6);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ltenlang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran ltlegara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l.ernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentarng Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2005 Nomor

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ftlomor a57fi;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahrun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara R.epublik Inrjonesia Tahun 2005

Nomor t37, Tambahan Lembaran Negara Repulblik Indonesia

Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 200:5 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan l-embaretn Negara Republik

Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentarrg Hibah Kepada

Daerah (Lembaran Negara Republitt Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ltlomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Inrdonesia Tahun 2005

Nomor t40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 
'Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 200!t Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomclr 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 'Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerlntah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001t Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nlomror 4593);
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Menetapkan

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembarran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lenrbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a6L$;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kerpada Penterintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah K.epada DPRD,

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pernrerintahan Dtaerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republilt Indones;ia Tahun 2007

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia

Nomor 4693);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repulrlik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran l\egara Republik Indonesia

Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tenlary; Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentetng Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta KeldutJul<an Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di V/ilayah Pnrviinsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20Lt NornolK, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

27, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2:006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daeralr Prov'insi Gclrontalo Tahun 2006

Nomor 03 Seri E);

28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pertubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tilhun Anggaran

2011 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalcl Tahun 20.[1 Nomor 02);

29. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi

Gorontalo Tahun 2011 Nomor 06);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun il0l2 ltenlang Penjabaran

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanrja Daerah Provinsi

Gorontalo Tahun Anggaran 2011 (Lenrbaran Daerah Provinsi Gorontalo

Tahun 2012 Nomor 03).

MEMUTUSI(AN :

PERATUMN GUBERNUR PROVINSI GORONTI\LI]

PENJABAMN ANGGAMN PENDAPATAN DAN BE:LANJA

PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGAMN :2011

TENTANG

DAERAH

4

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai

berikut:

a. PendaPatan

1, PendaPatan Asli Daerah

2. Dana Perimbangan

Rp. I57 .472.32'6.51i2,9L

Rp. 515.988.887.384,00

3. Lain-tain Pendapatan yang sah Rp. 18.900.00Q.91UU1ru

lumlahPendapatan Rp. 692.3131':11:3'936,91

b. Belanja :

1. Belanja Tldak Langsung

a) Belanja Pegawai

b) Belanja Bunga

c) Belanja Subsidi

d) Belanja Hibah

e) Belanja Bantuan Sosial

f)Belanja Bagi Hasil Pajak

g) Belanja Bantuan Keuangan

h) Belanja Tak Terduga

Rp. 187J87.705.012,00
0,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai

b) Belanja Barang dan Jasa

c) Belanja Modat

Rp.

Rp. L.662.44'.3.865,'Cl0

Rp. 66.763.2L15.7119,'Cl0

Rp. 6.898,42t6.209'00

Rp. 51.024.38i0.3117,[10

Rp. 8.098.192.0110,00

RL 1.669.7998trJ)0

Rp. 323.904.16:3'0s7,00

Rp. 2V,892.847.745,00

Rp. 225,43.575.999,00

Bp, 141,984.542.254[n

Bp. 39s.:!4pls.998,oo
JumlahBelanja Rp. 719..225,1i19.055,00

Surplusi(Defisit) Rpl 20.1863.9!5.118,09

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan Rp' 96.'843.67"7.7"19,,Ct1

2. Pengeluaran Rp, 5.tt2t.321',38i0,00

Jumlah Pembiayaan Neto U 91.122:.350.339.01

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan Rp. 64.25i3/j:t5220,92

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimarra dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimarra dimaksud dalam Pasal 1

dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisctsi anggaran.
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Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksucl darlam Pasal 3

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini,

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l dan Pasal 3 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundarngan Peraturan

Gubernur ini dalam Berita Daerah.

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 3g
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
28 Juli 2012

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
28 Juli 2012


